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ABSTRAK 

 

Perkembangan pada jalur perdagangan adalah salah satu dampak dari 

globalisasi pada bidang perdagangan, contohnya adalah praktik dagang diantara 

negara atau perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak 

saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak 

negative pun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang 

tidak terelakan, dengan adanya praktik unfair trades  yaitu Dumping, kegiatan 

dumping sendiri memiliki arti dimana ketika suatu negara menjalankan kegiatan 

jual beli dengan menjual barang dengan tarif yang lebih murah dari yang telah 

ditetapkan, dan hal tersebut menyebabkan pengusaha lokal mengalami 

kebangkrutan, dalam contoh kasus yang ditulis penulis adalah pengusaha ubin 

keramik lokal, akan tetaapi hal tersebut dapat dicegah dengan politik hukum  legal 

policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik 

dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam 

rangka mencapai tujuan negara dan dalam hal ini dengan ekuasaan diskresi  

(discretionary of power) sendiri dapat diartikan sebagai salah satu sarana yang 

memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara 

untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang 

diharapkan denga adanya diskresi ini pemerintah dapat membuat sebuah hukum 

atau kebijakan yang dapat menurunkan praktik dumping khususnya dumping ubin 

keramik di Indonesia. 

Kata Kunci : Anti Dumping, Dumping, Politik Hukum, Diskresi, Ubin Keramik 
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ABSTRACT 

 

The development of trade routes is one of the impacts of globalization in 

the field of trade, such as trade practices between countries or international 

trade. However, trade liberalization not only brings benefits to the international 

trade system but also has negative effects, such as the bankruptcy of domestic 

industries, which is an unavoidable consequence. One such negative impact is the 

practice of unfair trade, namely dumping. Dumping refers to a situation where a 

country engages in buying and selling goods at prices lower than those set in its 

own market, which causes local entrepreneurs to go bankrupt. An example of this, 

as discussed in this paper, is the case of local ceramic tile manufacturers. 

However, this issue can be prevented through legal policy, which refers to official 

legal guidelines or policies to be implemented, either by creating new laws or 

replacing old ones. The aim is to achieve the country's objectives, and in this case, 

discretionary power (discretionary power) can be understood as a tool that 

provides administrative officials or government bodies with the flexibility to act 

without being fully bound by existing laws. It is hoped that with this discretion, the 

government can create laws or policies that help reduce dumping practices, 

particularly the dumping of ceramic tiles in Indonesia. 

KeyWord : Anti Dumping, Dumping, Legal Politics, Discretion, Ceramic Tiles 
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